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REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2020

+ Permenkes No. HK.01.07/MENKES/

PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT

104/2020 tentang PENETAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INFEKSI NOVEL CORONAVIRUS e -__od

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REFUBLIK INDONESIA

I N F E KS | 201 9 - I lCOV S E B/ \G/ \I Mcnimbang - a. bahwa penyebaran Corone Virus  Disease 2019 NOMOR HK.01 .07 /MENKES/ 104 /2020
(COVID-19) yane bersifat luar biasa dengan diandal TENTANG

jumlah kasus danjatau jumlah kematian  telah PENETAPAN INFEKSI NOVEL CORONAVIRUS (INFEKSI 2019-nCoV] SEBAGAI

meningkat dan mefuas Lintas wilayah dan lintas negara ) L ) .
FENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN UPAYA
dan berdampak pada aspek politnk, ckonomi, sosial,
PENANGOQULANGANNYA

budaya, pertahanan dan Xeamuanan, serta Kesegahterasa

maosyarakat di Indonesia

bahwa berdasarkan pesLimbangan sehagaimans DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA E54
dimaksud dalam hural a, perla menctapkan Xeputusan

Presiden tentang Penctapan Kedaruratan Kesehatan
Masyvarakot Cororna Virus Disease 2019 1COVID-T%,

PENANGGULANGANNYA tertanggal 14 Ty et o e

Undang-Undang Nomor € Tahun 208 tentang Memimbarng : bahiwn berdasarkan pertimbanpan penisgoatan ke

° Keknrantinaan d (i *mbaran Negara yurg signifikan peda nepurs yang melaporican kkasus,
e Republik Indonesia Tahun 2018 Nemor 128, Tambahen
r u a rI P e N ‘ 2 e ) Infeks: Nowvel Coronavirus (Infekst 2019-0CoV) telah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236),
dinyatukun *cluagui Kedururstan Keschatan

Maayvarakat yung Meresahkan Dunia [KKMMD)/ Pudde

MENTERI XESEHATAN REPUELIK INDONESIA

Health Exerpency of Mtemationa’ Concen (FHEIC);

- KEPPRES No. 11 tahun 2020 tentang

Infekss Nowel Corcosavirum  (Infekss 2009-0CeV] ke

berbagss nepurs dengan  rissko  penyebarun ke

P E N E I A PA N KE DA RU RA I A N Indonessa  terkalt dengan  mobilitas  penduduk,
diperiukan upaya penanggulangan dalam  bentuk

perangkatun kewsapadasn dini, kesiapssaguuan, seria

KESEHATAN MASYARAKAT CORONA e

balhiwn  berdassckan pertimbanpan schagsimuana

VI Rl |S D I : ; EA: ; E : !O1 9 COVI D 19 dimaksud dalsen Bural a dan huref b, perdu
menetapkan Keputusan Menterl Keschatan tentang

Penetapan Infeksi Novel Coronavirus |Infeksi 2019

tertanggal 31 Maret 2020 it
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EMERGENCY

IS a state in which normal procedures are
suspended and extra-ordinary measures are taken
In order to avert a disaster

(WHO, 2002)
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1JIN PRAKTIK

- Dokter/Dokter gigi tidak memerlukan
Surat Izin Praktik (SIP) dalam rangka
melakukan penanganan bencana
atau pertolongan darurat

(Pasal 7 Permenkes No.2052 tahun
2011 tentang lzin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran)

» Wajib memiliki Surat Tanda Registrasi
(STR)
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KEWENANGAN KLINIS

« Dalam rangka memberikan pertolongan
pada keadaan gawat darurat guna
penyelamatan nyawa, dokter atau dokter
gigi dapat melakukan tindakan
kedokteran atau kedokteran gigi di luar
kewenangan klinisnya sesuai dengan
kebutuhan medis.

 Dilakukan dengan standar profesi

(Pasal 22 Permenkes No.2052 tahun 2011
tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik

Kedokteran)
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PEDOMAN
PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN
CORONAVIRUS DISEAS

(COVID-19)

’ Derddn 3t wedeal Percegatan dan Pengeaias Peoyahe
NMavet 20X

LAMPIRAN 15

RINGKASAN DETEKSI DAN RESPON BERDASARKAN KRITERIA KASUS

Pelaku
perjalanan dari
negara terjangkit

Self monitoring

Kontak erat
risiko rendah

* Tanpa gejala

* Kontak dengan
pasien dalam
pengawasan

Kontak erat
risiko tingg!

* Tanga geply

¢ Kontak dongan
pasien
probabel/
konfirmasi

Dlakukan
pemoriksaan
sampel hart e |
dan e 14

Pasien dalam

pengawasan
Orang dalam

amantavuan
P antaua 1LISPA dan Riwayat dani

NOZATA area transmisi
lokal

L Dermam atau BSPA dan
Rowayat kontak kasus
probabed’ konfirmaw

3 ISPA berat perly
porawatan RS

¢ Demam / Gepla
Permapasan

* Riwayat dan
PEgArY area
transmisl lokal

Dilakuban
pomerdcaaan Dilakukan

sampel pemerniksaan

hart ho | dan ke ] sarmpel
hari o | dan ke 2

Isolas! dirl di
rumah
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APD

- Setiap dokter wajib menjalankan praktik sesuai
dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur
Operasional (UU No.29/2004 tentang Praktik
Kedokteran)

 Pemerintah memberikan bantuan untuk

perlindungan pekerja (UU No.36/2009 tentang
Kesehatan)

* Pemakaian APD merupakan bagian dari
kewaspadaan standar dan pengendalian risiko
(Permenkes N0.66/2016 tentang Keselamatan
dan Kesehatan Kerja RS)

- Penggunaan APD terdapat pada PEDOMAN
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19
yang diterbitkan Kementerian Kesehatan
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FATWA ETIK

- Fatwa Etik dan Kode Etik merupakan
bagian dari STANDAR PROFESI

FATWA MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN
INDONESIA (MKEK) NO.015/PB/K.MKEK/03/2020 TENTANG
ETIKA KEDOKTERAN, KEBIJAKAN KESEHATAN, DAN
PENELITIAN DALAM KONTEKS PANDEMI COVID-19

e Poin 14 : Menghimbau tenaga medis yang termasuk populasi
berisiko misalnya sedang hamil dan berusia lanjut, untuk
sedapat mungkin menghindarkan diri dari potensi pajanan
pasien terduga Covid-19. Hal ini dikecualikan apabila
kepentingan melakukan pertolongan sangat mendesak, dan
wajib menggunakan APD dengan balik.

e Poin 17 : Dalam situasi kelangkaan APD, maka berlaku prinsip
keselamatan tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai
prioritas. Tenaga medis dan RS/Klinik dapat merujuk kasus
yang diduga terinfeksi Covid-19 tersebut atau mencari solusi
lain dengan tetap memprioritaskan perlindungan diri dan
keselamatan diri tenaga medis dan tenaga kesehatan

MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN
(MKEK) PUSAT
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SURAT KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN

Nomor : 015/PB/IK. MKEK/03/2020

TENTANG FATWA ETIK KEDOKTERAN, KEBIJAKAN KESEHATAN, DAN
PENELITIAN DALAM KONTEKS PANDEMI COVID-19

Demi keluhuran profesi kedokteran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MENIMBANG

MENGINGAT

. il

Bahwa Penyakitl koronavirus (COVID-19) ialah penyakit
menular disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang menyerang
saluran pemafasan dan telah ditetapkan sebagai
pandemi.

. Bahwa Penyebaran COVID-19 di Indonesia, sejak

diumumkan pertama kali hingga saat inl dala kuantitatif
menunjukan kenaikan yang signifikan

. Bahwa Keprihatinan wabah COVID-19 di Indonesia tidak

hanya mengakibatkan korban dar kalangan masyarakal,
tetapi juga banyak lenaga medis dan lenaga kesehatan;

. Bahwa Peningkalan penyebaran COVID-19

mengakibatkan dampak dalam berbagal aspek dan
memeriukan langkah-langkah strategis untuk memulus
mata rantai penularan.

. Bahwa Penanggulangan COVID-19 memeriukan

keterlibatan berbagai pihak terutama tenaga medis
sebagal garda terdepan dalam menangani kasus COVID-
19.

Bahwa Dokier dalam melaksanakan tugasnya terikat
dengan Sumpah Dokter yang telah diikrarkan, yang salah
satunya berbunyi “Saya akan membakiikan hidup saya
guna kepentingan perikemanusian”.

. Bahwa Tenaga medis dalam penanganan COVID-19

memeriukan pedoman dan perliengkapan sehingga dapat
memperhalikan keselamatan din sendin

. Bahwa Pandemi COVID-19 merupakan wabah dengan

siluasi khusus vyang belum pemah dialami dan
memeriukan rekomendasi etik khusus pada seluruh
aspek kedokieran.

Berdasarkan pertimbangan tersebul diatas Majelis
Kehormatan Elik Kedokteran perlu memberikan fatwa
dalam menyikapi Pandemi COVID-19

. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

. UU No. 4 tahun 1984 tentang YWabah

. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

. UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehalan

. UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakil

. UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan

. UU No. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
. UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1966 lentang Wajib

Simpan Rahasia Kedokieran
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RESUSITASI

» Tindakan resusitasi sebagal
tindakan darurat wajib dilakukan
segera dengan tujuan life saving

« Standar tindakan resusitasi pada
pasien suspek/positif Covid-19
harus dengan APD

- Jika tidak dilengkapi APD, gugur
kewajiban melakukan tindakan
darurat segera. Hal ini tidak
masuk dalam pelanggaran hukum
maupun etik.
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PERSETUJUAN TINDAKAN
(Informed Consent)

« Dalam keadaan darurat, untuk
menyelamatkan jiwa/mencegah
kecacatan tidak diperlukan
persetujuan tindakan (informed
consent)

Permenkes N0.290/2008 tentang
Persetujuan Tindakan Kedokteran
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RAHASIA PASIEN

* Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka
kepentingan umum (audit medis, ancaman KLB/
Wabah penyakit menular, penelitian kesehatan untuk
kepentingan negara, pendidikan, ancaman
keselamatann orang lain secara individual atau
masyarakat) dilakukan TANPA MEMBUKA
IDENTITAS PASIEN (Permenkes No.36 tahun 2012
tentang Rahasia Kedokteran)

- Fatwa MKEK : identitas pasien dapat dibuka sebatas
inisial nama, jenis kelamin, status kesehatan singkat,
usia dan kronologi terbatas yang relevan penularan.
Pengecualian pada pejabat publik dan tenaga medis
untuk tujuan penghargaan dari dunia profesi dan
negara.

« Sanksi : KUHP Pasal 322, Pasal 54 UU No.14/2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik




/@88 Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI)
27 Indonesia Health Law Society

Good Samaritan Law

A principle of Tort Law that provides that a person who see
another individual in imminent and serious danger or peril
cannot be charged with Negligence if that first person
attempts to aid or rescue the injured party, provided the
attempt is not made recklessly
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